DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISIV DPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)

Tahun Sidang : 2010 -2011

Masa Sidang |

Rapat . Ke-

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Hari/Tanggal . Selasa, 1 Maret 2011

Sifat . Terbuka

Pukul : 13.30 WIB s.d 17.45 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)

Acara - 1. Membahas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK;

2. Potret dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2010;
3. Persiapan pelaksanaan APBN TA 2011;
4. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011.

Ketua Rapat . Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow

Sekretaris . Dra. Hani Yuliasih

Hadir Anggota : dari 52 orang Anggota Komisi V DPR R

Hadir Mitra : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran

terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

. PENDAHULUAN

1.

Rapat dibuka pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk
umum.

Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR Rl dengan Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah untuk membahas mengenai tindaklanjut
hasil pemeriksaan BPK; potret dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2010; persiapan
pelaksanaan APBN TA 2011; dan evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011.

Ketua mempersilakan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk
menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan
pertanyaan.

Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1.

Komisi V DPR RI mendesak KPDT untuk dapat menetapkan parameter secara kuantitatif terkait
kriteria Daerah Tertinggal dibawah ini :

Kriteria Ekonomi;
Sumber daya manusia;
Aksesibilitas;



MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN

d. Karakteristik Daerah;
e. Celah Fiskal;
f.  Sarana dan Prasarana Daerah.

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak kepada KPDT untuk menyampaikan perkembangan
secara berkala atas capaian program/kegiatan yang berhasil mengentaskan daerah teringgal
kepada Komisi V DPR RI.

. Terkait PHLN yang tidak terserap pada APBN TA 2010, yaitu sebesar 5% dari Total Anggaran

KPDT, Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada KPDT untuk menelusuri program/kegiatan
yang dibiayai oleh PHLN yang bermasalah, sehingga pada Tahun Anggaran berikutnya kejadian
serupa tidak terulang dan tidak mengganggu program pengentasan Daerah Tertinggal.

Komisi V DPR RI mendesak KPDT untuk melaksanakan tindak lanjut dari semua temuan Badan
Pemeriksa Keuangan Rl dan mendesak agar berupaya untuk meningkatkan status opini laporan
keuangan KPDT menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Komisi V DPR Rl mendesak KPDT untuk melengkapi kekurangan data yang disampaikan pada
Rapat Kerja hari ini dan menyampaikan ke Komisi V DPR Rl antara lain potret kinerja dan rincian
program/kegiatan termasuk lokus (kabupaten/desa).

Komisi V DPR Rl meminta KPDT untuk melakukan kajian pendekatan pembangunan daerah
tertinggal berbasis desa tertinggal.

Komisi V DPR RI meminta KPDT untuk melakukan evaluasi atas Daftar Kabupaten Tertinggal
dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada
Komisi V DPRRI.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.
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